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MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 25 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 24/PRT/M/2016 TENTANG 

MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH 

DI DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa terdapat perubahan nomenklatur dan 

penambahan tugas dan fungsi di Direktorat Jenderal 

Cipta Karya sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2016 

tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan 

Pemerintah di Direktorat Jenderal Cipta Karya, perlu 

disesuaikan; 
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  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

24/PRT/M/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan 

Anggaran Bantuan Pemerintah di Direktorat Jenderal 

Cipta Karya; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

  3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 40); 

  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 

tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan 

Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan 

Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian 

Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1745); 

  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 24/PRT/M/2016 tentang Mekanisme 

Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di 

Direktorat Jenderal Cipta Karya (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1005); 
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  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 473); 

  7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 

Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1144); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 24/PRT/M/2016 TENTANG 

MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN 

PEMERINTAH DI DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2016 

tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan 

Pemerintah di Direktorat Jenderal Cipta Karya (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1005) diubah sebagai 

berikut: 

 

1. Pasal 4 dihapus. 
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2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 5 

(1) Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:  

a. bantuan sarana/prasarana;  

b. bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/ 

bangunan; 

c. bantuan operasional; dan 

d. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik 

Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA.  

(2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan yang 

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya. 

 

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 7 

(1) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 diberikan kepada perseorangan, kelompok 

masyarakat, atau lembaga pemerintah/ 

nonpemerintah berdasarkan penetapan dari Menteri 

atau Direktur Jenderal Cipta Karya sesuai dengan 

kewenangannya. 

(2) Persyaratan dan mekanisme penetapan penerima 

bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan 

oleh Direktur Jenderal Cipta Karya.  

 

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8 

(1) Anggaran Bantuan Pemerintah dialokasikan 

berdasarkan usulan dari perseorangan, kelompok 

masyarakat, atau lembaga pemerintah 

/nonpemerintah. 
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(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada Direktur Jenderal Cipta Karya. 

(3) Mekanisme pengalokasian anggaran Bantuan 

Pemerintah selain berdasarkan usulan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), juga dapat ditetapkan 

berdasarkan kebijakan Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat. 

(4) Alokasi anggaran Bantuan Pemerintah yang 

digunakan bersumber dari anggaran pendapatan 

dan belanja negara. 

 

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 9 

(1) Pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5  

dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi 

organisasi di Direktorat Jenderal Cipta Karya. 

(2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja 

Barang Untuk Diserahkan Kepada 

Masyarakat/Pemerintah Daerah. 

(3) Tata cara pengalokasian anggaran Bantuan 

Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 14 

(1) Pelaksanaan Peraturan Menteri ini ditindaklanjuti 

dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh 

Direktur Jenderal Cipta Karya.  

(2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) memuat: 

a. dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah; 

b. tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah; 
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c. pemberi Bantuan Pemerintah; 

d. persyaratan penerima Bantuan Pemerintah; 

e. bentuk Bantuan Pemerintah; 

f. rincian jumlah Bantuan Pemerintah; 

g. tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah; 

h. penyaluran dana Bantuan Pemerintah; 

i. pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah; 

j. ketentuan perpajakan; dan 

k. sanksi. 

 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 28 Mei 2021 

 

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 

 

 ttd 

 

M. BASUKI HADIMULJONO 

 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 8 Juni 2021 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

                ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 661 

 
 
 
  


